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TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAANPENILAIANRISIKO
DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKAUTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

BUPATIKOLAKAUTARA

a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan
penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis
risiko;

b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk
mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan
mengarahkan langkah-1a.ngkah konkret sebingga lebih
memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di propinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5494);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor60);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 800/146 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara.

Menetapkan

MEMlJIUSKAN:

PERA1URANBUPATIKOLAKAUTARA TENTANGPEDOMAN
PELAKSANAAN PE~AIAN RISIKO DJ LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENKOLAKAUTARA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten KolakaUtara.

4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati KolakaUtara.
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6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
Utara.

7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara.

9. Urusan pemerintahan adalah fungsi -fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
terse but yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan;

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kabupaten
Kolaka Utara.

13. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi,
menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi
potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tujuan organisasi.

14. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran
Instansi Pemerintah.

15. Risiko adalah kemungkinan teIjadinya suatu peristiwa atau
kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko
diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
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16. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi
tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi
dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai
dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko
terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descendatau dari Z ke A).

17. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa
risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta
Risiko sebingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa
risiko tersebut berada.

18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIPadalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas
dan fungsi melalrukan pengawasan, dan terdiri atas. Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal (Itjen),Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota.

19.0rganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara.

20. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melalrukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga danl atau pihak lain
yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara
penuh oleh pejabat yang berwenang.

BABH

MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

Pasal2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk
memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan,
pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah
daerah melalui identifikasi dan analisis risiko sebingga diperoleh
Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya.

Pasal3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi instansi
pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko.
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b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan
yang perlu diciptakan pengendaliannya.

c. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif
dan efesien;

d. Mengidentifikaai, menganilisis dan mengendalikan Risiko;dan;

e. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian
dan pemantauan aktivitas pengendalian risiko di
lingkungan pemerintah daerah,

Pasal4

Ruang lingkup meliputi kegiatan instansi pemerintah daerah pada
tingkat:

a. Strategis yaitu penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi
tanggung jawab Bupati.

b. Organisasional yaitu penilaian risiko organisasi yang bersifat
manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon HI eselon mandiri
lainnya (entitas pelaporan).

c. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III

SASARAN

PasalS

Sasarannya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BABIV

TAHAPANPENILAIANRISIKO

Pasal6

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi,
penetapan kriteria, dan 1angkah kerja penilaiannya.

Pasal7

(1) Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti
Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian
risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal
kelemahan pengendalian intern.

(2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan
konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria
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penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (bussiness
process) atas kegiatan yang dinilai risikonya.

(3)Langkah Kerja Penilaian Risiko adalah tahapan yang terdiri dari
identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan basil penilaian
risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan
Peta Risiko.

BABV

KE1ENTUANPENUTUP

Pasal8

Uraian Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Format Kertas Kerja
Penilaian Risiko tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI
NO UNITII SATUAN KERJA PA~AF
1 ~€~t7A 1 k.
2 ~~\rtt~ ill. 2 J
3 \N.r~(;~to~T 3

.,
~

4 ~~~. t\V-\CUIM 4 ~,...
.5 \~~U 5 ~

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2.0 - 02- - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NOR RAHMAN UMAR
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Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.

BUPA11 KOLAKA trl'ARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 20 - o.,_ - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOLA TARA

BERrfA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018
NOMOR .


